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ABSTRAK

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah pemerintah perlu terlebih dahulu
mengadakan pengukuran.Pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan salah
satu rangkaian kegiatan dalam pendaftaran tanah. Proses pengukuran diawali
dengan penetapan batas bidang tanahyang dilakukan oleh petugas ukur BPN, dalam
hal sebidang tanah yang diukur akan ditetapkan terlebih dahulu letak,batas-batas
dan penetapan tanda batas.. Penelitian menggunakan metode hukum empiris yang
didukung penelitian normatif melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan
perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran
tidak serta-merta mengakibatkan sertipikat menjadi tidak sah. Apabila kesalahan
hanya bersifat administratif dan tidak menimbulkan sengketa, penyelesaiannya
dilakukan melalui pengukuran ulang dan pembetulan data fisik. Namun, apabila
kesalahan menyebabkan tumpang tindih hak atau cacat administratif yang
substansial, sertipikat dapat dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku. BPN
bertanggung jawab melakukan koreksi administrasi, pengukuran ulang, serta
penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas tanah.

Kata Kunci: Keabsahan Sertipikat, Kesalahan Pengukuran, Hak Milik Atas Tanah,
Badan Pertanahan Nasional.



ABSTRACT

In the implementation of land registration, the government must first conduct land
measurement. Land measurement and mapping constitute an essential stage in the
land registration process. The measurement process begins with the determination
of land parcel boundaries by officers of the National Land Agency (Badan
Pertanahan Nasional/BPN), during which the location, boundaries, and boundary
markers of the land are established. This study employs an empirical legal research
method supported by normative legal research through literature review and
analysis of statutory regulations. The findings indicate that measurement errors do
not automatically render a land certificate invalid. If the error is merely
administrative and does not give rise to a dispute, it may be resolved through
remeasurement and correction of the physical land data. However, if the error
results in overlapping land rights or constitutes a substantial administrative defect,
the certificate may be annulled in accordance with the applicable laws and
regulations. BPN is responsible for carrying out administrative corrections,
remeasurement, and dispute resolution to ensure legal certainty and legal
protection for land rights holders.

Keywords: Jlalidity of Land Certificates, Measurement Errors, Land Ownership
Rights, National Land Agency (BPN).
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